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ABSTRAK 
Nama : Muh. Sidiq Ramadhan 
Nim : 10500113253 
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Akad Pembiayaan Murabaha Bank Muamalat 
Cabang Makassar. 
Bank muamalat adalah bank yang menggunakan dasar syariah Islam dan 
menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Quran 
dan Al-Hadits. Bank yang pertama kali menjalankan sistem syariah adalah Bank 
Muamalat, pada Bank Muamalat bentuk akad yang telah dikembangkan salah 
satunya adalah pembiayaan murabahah (jual beli barang pada harga pokok 
dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati). Untuk itu, penelitian ini 
dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Makassar mengkaji dan membahas, 
pertama bagaimana pandangan hukum islam terhadap akad pembiayaan 
Murabaha pada Bank Muamalat Cabang Makasar, kedua bagaimana penerapan 
akad pembiayaan Murabaha, ketiga apa kendala-kendala yang dihadapi oleh 
perbankan syariah dalam penerapan akad Murabaha. 
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian 
yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan 
data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan 
dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang 
selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa akad murabaha pada 
Bank Muamalat Cabang Makassar rmenggunakan akad wakalah yaitu 
memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli obyek atau barang yang telah 
disepakati dalam akad, pelaksanaan akad murabaha dengan akad wakalah pada 
Bank Muamalat Cabang Makassar tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, 
baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah maupun Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran 
Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 
Syariah.  
Kata Kunci: Akad Pembiayaan, Murabahah, Ekonomi Syariah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang.  
Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat 
strategis dalam mengembangkan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari 
perbankan adalah menyerap dan menyalurkan dana ke masyarakat.1 Dunia 
perbankan mengenal dua sistem, yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem 
ekonomi syariah. Sistem ekonomi konvensional terdapat Bank Umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat. 
Secara yuridis formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan selanjutnya disebut UUP. Pengertian bank umum sendiri 
dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 UUP yang mengemukakan, bank umum adalah 
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam 
lau lintas pembayaran.2 Seperti halnya bank umum, terminologi bank perkreditan 
rakyat dapat ditemui dalam Pasal 5 Ayat (1) UUP. Sedangkan pengertian bank 
perkreditan rakyat dijabarkan dalam Pasal 1 angka 4 UUP yang menyatakan, bank 
perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mencermati pengertian yang 
diberikan dalam UUP sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok antara bank 
umum dengan bank perkreditan rakyat (BPR), kecuali dalam bidang usaha 
layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya diberikan kepada Bank Umum.3 
                                                         
1Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia  (Jakarta: Kencana 2008),  h. 3. 
2Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi (Bandung: Mandar Maju 2012), h. 5 
3Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Edisi Revisi h. 8. 
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Kegiatan dari bank konvensional mengikuti dasar dan prinsip-prinsip 
perbankan yang sudah ada sejak bank pertama kali didirikan. Pada bank 
konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa 
bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah 
diantaranya memperoleh dan mengoptimalkan antara suku bunga simpanan dan 
suku bunga pinjaman. Lain halnya dengan bank syariah, bank syariah adalah bank 
yang memakai dasar syariah Islam dan menjalankan usahanya dengan prinsip 
syariah yang mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis.4Bank Syariah dalam hal 
ini sebagai lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya mempraktikan prinsip 
syariah Islam. 
Saat awal pelaksanaan bank yang beroperasi dengan sistem jual beli, azas 
hukumnya ada pada Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1992. Namun itu 
belum cukup, karena perbankan syariah tersendat jalannya dan terbukti dalam 
enam tahun pertama kemudian hanya satu bank syariah yang muncul yakni Bank 
Muamalat pada tahun 1992. Sistem ekonomi syariah sekarang ini semakin 
berkembang bila dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, hal ini 
dapat dibuktikan dengan banyaknya bank konvensional yang membuka bank 
dengan sistem syariah. Selain itu pertumbuhan ekonomi syariah juga dapat dilihat 
dari banyaknya perbankan syariah dan lembaga syariah di Indonesia. Salah satu 
faktor pendukungnya adalah permintaan islamic product dari penduduk Indonesia 
yang sebagian besar adalah muslim. Perbankan syariah semakin marak sejak 
diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang 
memungkinkan bank menjalankan dual banking system atau bank konvensional 
yang dapat mendirikan divisi syariah, dengan adanya undang-undang tersebut 
konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah. 
                                                         
4Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: Rineka Cipta 2009 
) h. 134 
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Setelah berjalannya peraturan perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan, akhirnya diterbitkan undang-undang yang lebih 
spesifik menerangkan tentang perbankan syariah secara eksplisit yaitu Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah 
sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem 
operasionalnya, Paling tidak terdapat enam hal baru dalam UU Nomor 21 tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu itu adalah otoritas fatwa dan komite 
perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan 
pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa, dan konversi unit 
usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). dengan kehadiran 
undang-undang ini memicu peluang yang lebih besar yang diberikan kepada 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai 
dengan syariat Islam. Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan 
transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga, dapat diharapkan untuk 
lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh 
perbankan konvensional, dan memberikan pembiayaan dalam pengembangan 
usaha berdasarkan sistem syariat Islam. 
Konsep ekonomi syariah (islamic economic) itu sendiri menurut M. Yasir 
Nasution mengemukakan bahwa ekonomi syariah mempunyai perbedaan yang 
mendasar dengan ekonomi konvensional (sebutan yang lazim digunakaan untuk 
ekonomi sekuler). Perbedaan yang paling mendasar adalah pada landasan 
filosofinya dan asumsi-asumsinya tentang manusia. Ekonomi syariah dibangun 
atas empat landasan filosofinya, yakni pertama ketuhanan, dengan pengertian 
bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah swt. Dan hanya 
Allahlah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan 
antarmanusia, cara memperoleh rezki dan melakukan transaksi bisnis serta 
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kegiatan ekonomi lainnya; kedua, keadilan dan keseimbangan, dalam pengertian 
kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat 
manusia. 
Seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi kepada paham keadilan dan 
keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah swt.ketiga, 
kebebasan dalam arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi 
sepanjang tidak ada ketentuan Allah swt yang melarangnya dan keempat; 
pertanggungjawaban, dalam arti manusia sebagai pemegang amanah memikul 
tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya.5Bisa disimpulkan 
secara garis besar ekonomi konvensional berorientasi kepada hal-hal yang bersifat 
dunia, sedangkan ekonomi Islam berorientasi tidak hanya dunia saja tetapi juga 
kepada hal-hal yang bersifat ukhrawisebagai ibadah kepada Allah swt. 
Landasan syariah perbankan syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum 
muamalah, khususnya menyangkut hukum akad. Bentuk-bentuk akad jual beli 
yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah terbilang banyak. Ada tiga 
jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam 
pembiayaan di perbankan syariah, yaitu bai’ al- murabahah (jual beli barang pada 
harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati), bai’ as-salam 
(pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari di mana pembayaran 
dilakukan di muka/tunai), dan bai’ al-istishna (Istishna’ hampir sama dengan 
Salam yaitu dari segi obyek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih 
dahulu dengan ciri-ciri khusus, hanya saja pembayaran dilakukan secara bertahap 
sesuai kesepakatan).6 
                                                         
5M. Yasir Nasution, Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank 
Syariah Pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan, Editor Azhari Akmal Tarigan, 
IAINSUMUT bekerja sama dengan FKBEBI Medan dan BI Medan 2002, h. 5-6 
6Muh. Syafi’I Antonio,Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 2001), 
h.18 
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Keabsahan operasional produk bai’ al-murabahah sendiri dalam 
perbankan syariah masih menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama 
kontemporer. Ada sebagian ulama yang membolehkan, karena merupakan jual 
beli. Sebaliknya, sebagian ulama yang lain melarangnya karena menganggapnya 
sebagai bai’ al-inah (seseorang menjual suatu barang dengan harga tertentu secara 
kredit lalu iakembali membelinya dari pembeli dengan harga yang lebih sedikit 
secara kontan) yang haram hukumnya, bai’ al-ma’dum (jual beli atas barang yang 
tidak ada pada seseorang), atau dianggap sebagai bai’ atani fi bai’ah (dua akad 
dalam satu transaksi), dan bahkan dianggap hilah (melakukan rekayasa atau 
menyiasati,mengelak dari ketentuan syariat yang secara teknik tidak dipandang 
sebagai melanggar hukum) untuk mengambil riba. 
Sejak awal munculnya dalam fiqh, akad murabahah ini tampaknya telah 
digunakan murni untuk tujuan dagang. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli 
dengan komisi, di mana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang ia 
inginkan kecuali lewat seorang perantara atau ketika pembeli tidak mau susah-
susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara. Bank-
bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan 
jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin 
nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. 
Akad pembiayaan al-Murabahah adalah akad yang paling banyak diminati 
para nasabah di Bank Syariah. Beberapa alasan yang menjadi sebab diminatinya 
akad ini adalah sebagai berikut : 
1. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi pembiayaan jangka pendek,dan 
dibandingkan dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS), lebih mudah; 
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2. Mark-up dalam murabahah dapat ditentukan secara pasti yang merupakan 
jaminan bagi LKS dalam memberikan return kepada penyimpan dana dan 
juga dapat melakukan perbandingan dengan tingkat bunga yang ada di bank 
konvensional; 
3. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan daribisnis-
bisnis dengan sistem PLS; 
4. Murabahah tidak memungkinkan LKS untuk mencampuri manajemen 
bisnis,karena LKS bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam 
murabahah adalah hubungan antara penjual dan pembeli atau pemberi dan 
penerima pembiayaan. 
Bank Muamalat Cabang Makassar menerapkan akad murabahah yang 
bersifat mengikat. Bank Muamalat Cabang Makassar hanya akan melakukan 
pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli 
kembali barang tersebut secara akad murabahah. Dalam menjalankan pembiayaan 
murabahah, Bank Muamalat Cabang Makassar menjual barang dengan 
menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah 
membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku 
penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank Muamalat Cabang 
Makassar dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara 
tangguhan atau cicilan. 
Namun Bank Muamalat Cabang Makassar melakukan pembiayaan 
murabahah dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan 
pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, di mana hal ini disebut dengan 
akad wakalah, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama bank kepada 
nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang 
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diinginkan kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak 
bank. Hal ini hampir sama dengan pemberian kredit pada bank konvensional, 
maka penerapan murabahah dengan memberi pembiayaan berupa kuasa pada 
nasabah di Bank Muamalat Cabang Makasasar, kurang sesuai dalam melakukan 
penerapan pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah. Berkaitan dengan akad 
pertukaran, sering terdapat persoalan berkaitan dengan penyerahan objek akad. 
Bahwa penyerahan benda/objek akad wajib hukumnnya. Akad pertukaran dalam 
bentuk jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (fasid) dan dapat dibatalkan apabila 
benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad yang tidak dibarengi 
dengan penyerahan objek akad dinilai sebagai gharar (ketidakjelasan pada waktu 
penyerahan barang/obejk akad). 
B. Rumusan Masalah. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan 
yang akan dijadikan obyek penelitian adalah : 
1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad pembiayaan murabaha 
dalam perbankan syariah ? 
2. Bagaimana penerapan akad pembiayaan murabaha syariah dengan prinsip jual 
beli pada perbankan syariah ? 
C. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai 
pelaksanaan akad Murabahah. Menurut beberapa ahli dalam bukunya. Dalam hal 
ini beberapa literatur yang penulis temukan antara lain: 
Muh. syafi’i antonio dalam judul bukunya Bank Syariah dari teori ke 
praktik. Buku ini menelaah tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah 
maupun bank konvensional, sejarah bank syariah, perbedaan bank syariah dan 
konvensional. 
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Sedangkan dalam buku Abdul Manan dalam judul bukunya Hukum 
Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Buku ini 
menelah tentang sejarah lahirnya bank syariah, perkembangan bank syariah di 
Indonesia dan factor-faktor kendala dalam perkembangan bank syariah dalam 
prespektif peradilan agama.Lebih lanjut dibahas pula mengenai potensi 
pengembangannya serta analisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan 
hambatan penerapannya.  
D. Tujuan Penelitian. 
Berdesarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 
dari penilitian yaitu : 
1. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhahadap akad pembiayaan murabaha 
dalam perbankan syariah. 
2. Menjelaskan penerapan akad pembiayaan murabaha dengan prinsip jual beli 
pada perbankan syariah. 
E. Manfaat Penelitian. 
1. Bagi Perbankan. 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dalam 
menetapkan strategi usaha dimasa yang akan datang. 
2. Bagi Pemerintahan  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam 
memutuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan. 
3. Bagi Penelitian dan Akademis  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti 
selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberi 
kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
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4. Bagi Calon Nasabah dan Debitur. 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan 
referensi untuk perbankan mana yang tepat yang dapat memberikan pelayanan 
yang memuaskan dan menguntungkan. 
5. Bagi Investor dan Calon Investor 
Penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan investasi dalam 
mendirikan atau mengmbangkan perbankan di Indonesia, baik sistem 
perbankan syariah atau perbankan konvensional . 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
A. Sejarah Lahirnya Bank Syariah. 
 Pemikiran untuk mendirikan Bank yang menggunakan prinsip jual beli 
sudah muncul dalam waktu yang cukup lama. Hal ini ditandai dengan munculnya 
pemikiran muslim tentang perlunya dibangun Bank Islam dengan prinsip jual beli, 
antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Muhammad Ahmad 
(1952). Kemudian pada 1960-an al–Maududi menulis secara perinci tentang 
perlunya dibangun Bank Islam untuk mengimbangi praktik–praktik bank 
konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip–prinsip Islam. Pemikiran beliau ini 
ditindak lanjuti oleh Muhammad Hamidullah dengan menulis beberapa buku 
berturut–turut pada 1944, 1955, 1957 dan 1962 yang kesemuanya itu dapat di 
kategorikan penggagas awal tentang perbankan syariah. 
 Upaya awal penerapan sistem profil dan less sharing dalam bentuk Bank 
Syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu adanya 
upaya pengolahan dana jamaah haji secara nonkonvensional.1Rintisan bank 
syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada 
1963 di Mesir yang dibangun oleh Dr. Ahmad El Najar. Permodalan bank ini 
dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Bank ini beroperasi tanpa bunga dan 
sejalan dengan prinsip–prinsip ajaran islam ini sangat popular dan pada mulanya 
tumbuh dengan baik. Oleh karena ada persoalan politik di mesir, bank ini di tutup 
dan di ambil oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt yang di 
operasikan berdasarkan prinsip ribawi.Pada 1972 sistem bank tiba diperkenalkan 
lagi di Mesir dengan ditandai berdirinya Nasser Social Bank. Berdirinya bank ini 
                                                             
1
Muh. Syafi’I Antonio , Bank Syariah dari Teori Praktik (Jakarta:Gema Insani 2001), 
h.18 
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lebih bersifat social dari pada komersial,2Kesuksesan Mit Ghamr mengelolah 
bank dengan sistem jual beli, memberiinspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia 
untuk membentuk bank Islam dengan sistem jual beli. Secara kolektitif gagasan 
berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara 
Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 s.d 27 April 1969 yang 
diikuti oleh 19 Negara peserta. Salah satu keputusan dalam konferensi ini adalah 
perlu segera di bentuk bank syariah yang bersih dari sistem ribah.3Kemudian pada 
Desember 1970 dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara Organisasi 
Konferensi Islam (OKI) Di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah 
proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang berdirinya Bank Islam 
ini kemudian dikaji dengan seksama oleh para ahli dari delapan belas negara 
Islam yang semuanya menyetujui dibentuk bank Islam.4Selanjutnya, pada sidang 
Menteri Luar Negeri negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi, 
Libia pada maret 1973 usulan tentang perlunya didirikan bank syariah 
diagendakan lagi. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang 
khusus menangani tentang hal–hal yang berhubungan dengan ekonomi dan 
keuangan. Bulan Juli 1973 komite ahli yang mewakili negara Islam penghasil 
minyak bertemudi Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan berdirinya pendirian 
bank syariah, sekaligus membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 
Selanjutnya pada 1974 di adakan pertemuan Menteri Keuangan negara OKI di 
                                                             
2Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama. 
(Jakarta: Kencana Praneda Media Group 2011), h.49 
3Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Fiqih dan keuangan (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada 2007), h 29 
4Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Fiqih dan keuangan h.29 dan 
lihat juga Ediwarman A. Karim, Bank Islam, analisa Keuangan syariah (Yogyakarta: Kampus 
Fakultas Hukum UII) 
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Jeddah dan dalam pertemuan ini disetujui rancangan pendirian Bank 
Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) dengan modal awal dua milyar 
dinar. 
Setelah Islamic Development Bank (IDB) didirikan pada Oktober 1975 
yang beranggotakan 22 negara Islam sebagai pendiri. Tujuan dibentuk bank ini 
adalah untuk membantu finansial dalam pembangunan negara anggotanya, usaha 
untuk mendirikan bank Islam menyebar negara. 
Beberapa  negara Islam Pakistan, Sudan, dan Iran mengubah seluruh 
system keuangan yang ada di negara tersebut menjadi bebas bunga, sehingga 
lembaga keuangan negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan tanpa bunga 
sama sekali. Adapun di negara Malaysia dan Indonesia , bank tanpa bunga 
beroperasi berdampingan dengan bank–bank konvensional. 
Sekarang perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup 
pesat menyebar keseluruh dunia. Di Eropa tercatat The Islamic Bank Internasional 
of Denmark tercatat sebagai sebagai bank syariah pertama yang beroperasi 
berdasarkan prinsip syariah, bank ini beroperasi pada 1983 di Denmark.5Sekarang 
bank–bank besar di negara–negara Eropa seperti Citi Bank, ANZ Bank, Chase 
Mahatam Bank, dan Jardine Fleming telah membuka Islamic Window agar dapat 
memberikan jasa–jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 
B. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 
Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak 
1970an. Gagasan ini dibicarakan dalam seminar nasional hubungan Indonesia 
dengan Timur Tengah pada 1974 dan dalam seminar internasional yang 
                                                             
5Ediwarman A. Karim, Bank Islam, Analisa Fiqi, dan keuangan h. 24 
13 
 
 
 
dilaksanakan oleh Lembaga Study Ilmu–ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan 
yayasan Bhineka Tunggal Ika pada 1976. Setelah diadakan penelitian yang 
mendalam, usaha untuk mendirikan bank syariah sedikit ada kendala yaitu tidak 
ada payung hukum yang mengatur tentang bank operasionalnya memakai prinsip 
jual beli. Kalau tetap dioperasionalkan bank syariah itu, maka tidak sejalan 
dengan Undang – Undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok–pokok Perbankan 
yang berlaku pada waktu itu. Selain hambatan ini lahirnya bank syariah ini 
dianggap oleh sementara pihak ada berkaitan dengan faktor ideologi yang 
dianggapnya bagian dari konsep negara Islam. 
Pada 1988 gagasan mengenai bank syariah muncul lagi dan gagasan ini 
muncul karena pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) 
yang berisi leberalisasi Industri perbankan di Indonesia. Setelah adanya 
rekomendasi dari Lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, 
Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas 
mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan 
amanat MUI ini dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan banksyariah di 
Indonesia. Hasil kerja dari kelompok adalah dibentuknya PT Bank Muamalat 
Indonesia dengan ditandatangani akta pendiriannya pada 1 November 1991 
dengan total modal awal Rp.106.126.382.000,-. Dana ini berasal dari Presiden dan 
Wakil Presiden, juga dari Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Supersemar, 
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Yayasan Darmais, 
Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, PT PAI dan PT Pindad. Pada 1 Mei 1992 Bank 
Muamalat Indonesia Tdk. mulai beroperasi.6 
                                                             
6Geamala Dewi, Aspek–Aspek Hukum dalam Perbankan Peransuransian Syariah di 
Indonesia, Kenca (Jakarta: Pranada Media Group 2004), h. 58-59. 
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Pada awal berdirinya, keberadaan PT Bank Muamalat Indonesia Tdk. 
belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan 
nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan jual 
beli diakomodasikan dan diakui keberadaannya, maka perkembangan bank 
syariah menunjukkan prospeknya yang sangat bagus. Dalam menanggapi 
beberapa pasal yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 
tentang bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Oktober 1992 dan di 
undangkan pada 30 Oktober 1992; LNRI Nomor 1992. Dalam peraturan 
Pemerintah ini ditegaskan bahwa bank umum atau perkreditan rakyat yang 
kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip jual beli, tidak diperkenankan 
melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan jual beli, demikian juga 
sebaliknya. 
Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia menghadirkan 
alternatif dalam jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat 
Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara dengan 
mayoritas penduduk muslim di dunia yang saat ini tercatat bahwa penduduk 
muslim sebanyak lebih dari 85% dari total seluruh penduduk di Indonesia 
Walaupun potensi yang ada di Indonesia sangat besar, perkembangan dan 
pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, tetapi perbankan 
syariah hanya menguasai rata-rata 3,5% dari seluruh market share perbankan di 
Indonesia, hal tersebut dibuktikan dari Data Statistik Perbankan Indonesia yang 
diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui situs jaringannya. 
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Tabel 1.1 
Pertumbuhan Aset perbankan di Indonesia 
 Perbankan 
 
 
Tahun 
2013 2014 2015 
Asset 
Market 
Share Asset 
Market 
Share Asset 
Market 
Share 
Bank 
Konvensional 
   
5,031,842.94  96.5% 
   
5,410,189.25  96.3% 
   
5,919,161.18  96.5% 
Bank Syariah 
       
180,360.08  3.5% 
       
204,960.58  3.7% 
       
213,422.22  3.5% 
Total 
   
5,212,203.02  100.0% 
   
5,615,149.82  100.0% 
   
6,132,583.39  100.0% 
Sumber data: Situs OJK (http://www.ojk.go.id) 
Secara Nasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. merupakan pionir 
lahirnya perbankan berbasis syariah di Indonesia, terbentuk sejak tanggal 1 Mei 
1991, PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah pertama dan tertua 
di Indonesia. Bank Muamalat saat ini merupakan salah satu Bank Syariah terbesar 
dan memiliki pertumbuhan yang cukup pesat sejak berdirinya 
C. Ciri–Ciri Bank Muamalat Dan Bank Konvensional. 
Bank syariah mempunyai ciri–ciri yang berbeda dengan bank 
konvensional. Adapun ciri–ciri bank syariah antara lain :7 
a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan 
dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak dapat dilakukan dengan 
kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut 
hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam 
kontrak. 
b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran 
selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun 
batas waktu perjanjian sudah berakhir. 
                                                             
7Rachmadi Usman, Aspek–Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti 2000) h.13 
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c. Di dalam kontrak–kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan 
perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti di tetapkan dimuka, karena 
pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang 
dibiayainya bank hanya Allah semata. 
d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan 
dianggap sebagai titipan (Al Wadiah), sedangkan bagi bank dianggap sebagai 
titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek–proyek yang 
dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat 
menyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. 
e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank 
dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank syariah harus 
mengetahui dasar–dasar muamalah Islam. 
f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjebatani antara pihak pemilik 
modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus 
yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab 
atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu–waktu apabila dana 
diambil pemiliknya. 
Adapun perbedaan antara bankkonvensional dengan bank syariah dapat 
dijelaskan sebagai berikut :8 
a. Pada bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa 
berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada bank syariah penentuan 
besarnya margin jual beli dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada 
kemungkinan untung rugi. 
                                                             
8Rachmadi Usman, Aspek–Aspek Hukum Perbankan di Indonesia  h. 14-15 
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b. Pada bank konvensional besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang 
(modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada bank Islam (syariah) besarnya 
rasio jual beli berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. 
c. Pada bank konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau 
rugi, sedangkan pada bank syariah jual beli tergantung pada keuntungan, maka 
kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 
d. Pada bank konvensional, jumlah pembiayaan bunga tidak meningkatkan 
sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming, 
sedangkan pada bank syariah, jumlah pembagian laba meningkat sesuai 
dengan meningkatnya jumlah pendapat. 
e. Pada bank konvensional eksistensi bunga diragukan dan dikecam oleh semua 
agama Islam. Adapun bank syariah tidak ada yang diragukan keabsahan 
keuntungan jual beli. 
Di samping perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sebagai 
mana tersebut di atas, Kranaen Petwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio9 
menambah beberapa perbedaan lain sebagai berikut. 
a. Bank syariah berdasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil, 
sedangkan pada bank konvensional memakai perangkat bunga. 
b. Bank syariah tidak berorientasi pada keuntungan ( profit ), tetapi juga pada al 
falah oriented. Adapun bank konvensional semata–mata pada profit oriented. 
c. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. 
Adapun bank konvensioanal melakukan hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk hubungan debitur kreditur saja. 
                                                             
9Karnaen Perwatatmadja dan Muh. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam 
(Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf 1992) h. 53. 
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d. Bank syariah meletakkan penggunaan secara ril ( users of real funds ). Adapun 
bank konvensioanal sebagai creator of money supply.   
e. Bank syariah melakukan investasi dalam bidang yang halal saja. Adapun bank 
konvensional melakukan investasi yang halal dan haram. 
f. Bank syariah dalam melakukan pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai 
dengan pendapat Dewan Syariah,. Adapun bank konvensional tidak terdapat 
dewan sejenis yang mengawasi bank tersebut. 
Kesimpulan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat 
diuraikan table di bawah ini: 
Tabel 1.2 
No.  Uraian Bank Konvensional Bank Syariah 
1. Landasan 
Operasional 
 Prinsip materialism 
( bebas ) nilai 
 Komoditas yang 
diperdagang kan. 
 Instrument imbalan 
terhadap pemilik 
uang ditetapkan 
dimuka 
menggunakan 
bunga 
 Prinsip syariah ( tidak bebas 
nilai. 
 Uang sebagai alat tukar. 
 Dilarang menggunakan 
sistem bunga. 
 Memakai cara bagi hasil 
dan keuntungan jasa atas 
transaksi rill. 
2. Peran dan fungsi 
bank 
 Sebagai 
pennghimpun dana 
masyarakan dan 
meminjam kembali 
ke masyarakat 
dalam bentuk kredit 
dengan imbalan 
bunga. 
 Sebagai penyedia 
jasa pembayaran. 
 Menerapkan 
hubungan debitur 
kreditur antara 
bank dan nasabah. 
 Sebagai penerima dana 
tiitpan nasabah. 
 Sebagai manajer investasi. 
 Sebagai investor. 
 Sebagai penyedia jasa 
pembayaran selama tidak 
bertentangan dengan 
syariah. 
 Sebagai pengelola 
dana kebajikan zis. 
 Menetapkan hubungan 
kemitraan (investor timbal 
balik pengelola investasi. 
3. Resiko usaha Resiko bank tidak da Dihadapi bersama antara bank 
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kaitannya dengan 
resiko debitur dan 
sebalikanya antara 
pendapatan bunga 
dengan bunga di - 
mungkinkan tidak 
terjadi selisi negative. 
dan nasabah tidak mengenai 
negative spread (selisih 
negative). 
4. Sistem 
pengawasan 
Tidak adanya nilai – 
nilai religus yang 
mendasar operasional 
sehingga aspek 
moralitas sering kali 
dilanggar. 
Ada Dewan Pengawas Syariah, 
sehingga orasional bank 
syariah tidak menyimpang dari 
syariah. 
D. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Muamalat. 
1. Prinsip Dasar. 
a. Prinsip Titipan atau Simpanan 
Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan 
prinsip al wadi’ah. Al wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu 
pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga atau 
dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.10 
b. Prinsip Bagi Hasil 
1) Musyarakah. 
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 
untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana 
atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 
Musyarakah asal kata dari Syirkah yang berarti percampuran. 
Menurut ahli fikih, Musyarakah berarti: “Akad antara orang-orang yang 
berserikat dalam hal modal dan keuntungan”. Kerjasama di atas bisa 
                                                             
10
Muh. Syafi’I Antonio , Bank Syariah dari Teori Praktik (Jakarta: Gema Insani 2001) 
h.85 
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berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/pengelola usaha boleh berasal 
dari salah satu pihak penyerta dana atau pihak lain (di luar anggota 
perkongsian) dan disepakati bersama. 
2) Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan dua atau lebih badan atau 
orang untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. 
3) Menurut ulama fikih, bentuk kerjasama (syirkah) terbagi dalam beberapa 
golongan: 
a) Syirkah Al `Inan, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang 
tidak harus sama jumlahnya. 
b) Syirkah Al Mufawadhah, perserikatan dalam modal dari beberapa pihak. 
Adapun kerjasama (baik kualitas dan kuantitasnya) harus sama. Sedangkan 
keuntungan dibagi rata. 
c) Syirkah Al `Abdan/Al `Amal, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya 
dibagi bersama. 
d) Syirkah Al Wujuh, perserikatan tanpa modal. 
e) Syirkah Al Mudharabah, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan 
seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari 
modal itu dibagi bersama. 
b. Mudharabah. 
Mudharabah berasal dari kata dhard, berarti memukul atau berjalan. 
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.  
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak 
pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak 
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai dengan 
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kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad).Akad Mudharabah 
diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara 
pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarkan uang (usaha/dagang).11 
c. Prinsip jual beli. 
a. Murabahah 
Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati. 
b. Istishna. 
Istishna` berarti minta dibuatkan secara terminologi muamalah (ta`rif) 
berarti akad jual beli dimana Shani` (produsen) ditugaskan untuk membuat 
suatu barang (pesanan) dari Mustashni` (pemesan). Istishna merupakan jual 
beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam 
beberapa kali pembayaran.12 
c. Salam 
Secara terminology salam adalah “penjualan suatu barang yang disebutkan 
sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam 
tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah 
mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majlis (akad disepakati)” 
Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan 
tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Salam adalah 
akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman 
oleh muslam ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli 
sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. 
                                                             
11
Muh. Syafi’I Antonio , Bank Syariah dari Teori Praktik (Jakarta:Gema Insani 2001) h. 
95. 
12
Muh. Syafi’I Antonio , Bank Syariah dari Teori Praktik h.101 
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Salam Paralel adalah suatu akad jual beli di mana pelaksanaan kewajiban 
muslam ilaihi (penjual) tergantung pada penerimaan barang yang akan 
diperolehnya (dalam kapasitas sebagai muslam) dari akad salam sebelumnya, 
di mana akad salam yang kedua tidak tergantung akad salam yang pertamaa 
d. Prinsip sewa 
a. Al Ijarah 
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
(ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. 
Ijarah Muntahia Bittamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli 
dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan 
barang di tangan si penyewa.13 
e. Prinsip jasa. 
a. Rahn. 
Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut 
memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh 
jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang 
atau gadai.14 
b. Wakalah. 
Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian 
mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dipahami sebagai at-tafwidh. Contoh 
kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili istilah tersebu. 
                                                             
13
Muh. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Praktik h. 103. 
14
Muh. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Praktik h. 128. 
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Dalam muamalah berarti pendelegasian suatu tindakan hukum dan hak kepada 
orang lain yang bertindak sebagai wakil selama batas waktu yang ditentukan. 
c. Kafalah. 
Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada 
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 
Kafalah secara etimologi berarti menjamin. Secara terminology muamalah 
adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab 
orang yang dijamin dalam masalah hak atau utang, sehingga hak atau utang itu 
menjadi tanggung jawab penjamin. 
Kafalah adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk 
melakukan kerjasama dengan pihak lain. Jaminan tersebut diberikan bank 
kepada nasabah sebagai dukungan agar transaksi yang dilakukan menjadi 
lancar. Apabila nasabah wanprestasi terhadap kewajibannya, maka bank akan 
menyelesaikan kewajiban nasabah. 
d. Qardh. 
Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 
diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan.  
Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjam (Muqtaridh) 
selama waktu tertentu dan dikembalikan dalam jumlah yang sama pada saat 
jatuh tempo. 
Qardh adalah perjanjian pemberian pembiayaan bank kepada pihak kedua 
untuk dikembangkan (diperniagakan) oleh pihak kedua dan modal tersebut 
dikembalikan dengan jumlah yang sama (sesuai pinjaman). Pengembalian 
ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan 
pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran ataupun tunai. 
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Hukum Qardh itu mubah (boleh), yang didasarkan atas asas saling 
menolong dalam kebaikan, yakni mencari rezeki yang halal 
2. Prinsip Utama. 
Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. 
Oleh karena itu juga, islam disebut sebagai agama fitrah atau yang sesuai 
dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, membawa kepada 
setidaknya dua ajaran dalam al – Quran : 
1. Prinsip Al – Ta’awun 
Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota 
masyarakat dalam berbuat kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-
Maidah /5:2 yang berbunyi : 
                          
                                
                      
                          
         
Teremahannya 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-
id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya 
dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 
berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 
karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.15 
                                                             
15Kementrian Agama Republik Indonesia ( Proyek Pengadaan Al-Qur’an ) Al Qur’an dan 
Terjemahanya (Jakarta: PT Bumi Restu 1997),h 103 
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Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan 
tempat-tempat mengerjakannya maksudnya antara lain ialah: bulan Haram 
(bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan 
Ihram., maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan 
itu.ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah 
untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan 
dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji.ialah: 
binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu 
Telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. dimaksud dengan karunia ialah: 
keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah 
ialah: pahala amalan haji. 
2. Prinsip menghindar Al – Ikhtinaz. 
Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang 
bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagimana firman Allah dalam QS An-
Nisa/4:29 yang berbunyi : 
                         
                         
Terjemahannya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu16 
Dalam perbankan Islam dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila 
terdapat hal – hal sebagai berikut : 
                                                             
16Kementrian Agama Republik Indonesia ( Proyek Pengadaan Al-Qur’an ), Al Qur’an dan 
Terjemahanya,  h. 122 
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a) Gharar yaitu adanya unsur ketidak pastian atau tipu muslihat dalam 
transaksi. 
b) Maysir adalah unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang 
dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak 
lain. 
c) Riba yaitu bertransaksi menggunakan system Riba . 
Islam adalah suatu din atau way of life yang praktis, yang mengajarkan 
segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan 
waktu, tempat atau tahap–tahap perkembangannya. Islam adalah agama fitrah, 
yang sesuai dengan sifat dasar manusia (human nature). 
Tan Sri Datuk Ahmed bin Mohd. Ibrahim menyatakan : “Banking and 
financial activities have emerged to meet genuine human needs. Therefore, 
unless these activities belong to the categoryexpressly forbidden by islam, 
there is nothing in the nature of these activities which is contrary to the 
syariah. Examples of forbidden activities include gambling and manufacturing 
and trading in forbidden goods such as liquor”.17 
Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional 
adalah larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam, riba dilarang sedang jual 
beli (Al–Bai) dihalalkan. 
Sejak dekade tahun 70an, umat Islam di berbagai Negara telah berusaha 
untuk mendirikan bank–bank Islam. Tujuan dari pendirian bank-bank Islam ini 
                                                             
17 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama 
(Jakarta: Kencana Praneda MediaGroup 2011) h.211 
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pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi 
dari prinsip–prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan 
dan perbankan dan bisnis lain yang terkait. 
Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah : 
1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi 
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada 
memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah. 
3. Memberikan zakat. 
Dalam konsep Islam tidak dikenal money demand for speculation, karena 
spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang 
memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai objek 
zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang dibawah bantal 
dilarang, karena halite berarti mengurangi jumlah yang beredar di masyarakat. 
Dalam pandangan Islam, uang adalah  flow concept, oleh karenanya harus 
selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam 
perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan 
semakin baik perekonomian. 
Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam 
menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip musyarakah atau 
mudharabah yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila ia tak ingin mengambil resiko 
karena melakukan bisnis tersebut maka Islam menganjurkan untuk melakukan 
qord yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apapun karena meminjamkan uang 
untuk memperoleh imbalan adalah riba 
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Secara mikro, Qordtidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang 
meminjamkan. Namun secara makro, Qord akan memberikan manfaat tidak 
langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh 
karena pemberian Qord membuat percepatan perputaran uang akan bertambah 
cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga 
pendapatan nasional meningkat. Dengan peningkatan pendapatan nasional, 
maka sipemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya. Demikian pula 
pengeluaran shadaqah juga akan memberikan manfaat yang lebih kurang sama 
dengan pemberian Qord. 
 Islam juga tidak mengenal konsep time value of money, namun Islam 
mengenal konsep Economic Value of time yang artinya bahwa yang bernilai 
adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh 
bayar lebih tinggi dari pada harga tunai. 
Islam telah menjelaskan prinsip–prinsip dasar ekonominya, bahkan banyak 
sakali istilah–istilah bisnis yang dipakai dalam bahasa Al Qur’an dan Hadist 
seperti kredit, jual beli, gadai, dan lainnya. Adapun prinsip– rinsip dasar 
ekonomi Islam yang selama ini dikenal melalui bank islam adalah nilai–nilai 
etika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif. Keuniversalan itu 
sengaja diberikan kepada umat untuk memberikan kesempatan padanya agar 
berinovasi dan berkreasi dalam mengatur sistem ekonominya dengan syarat 
tidak keluar dari keranga umumnya sehingga sistem ekonomi islam akan 
senantiasa valid dan cocok untuk setiap perubahan waktu dan perbedaan 
tempat dan mampu memerankan fungsinya sebagai khalifah dimuka bumi ini. 
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E. Produk Perbankan di Muamalat. 
Produk perbankan Bank Muamalat Cabang Makassar terdiri dari:18 
1. KPR Muamalat iB 
KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda 
untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios 
maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah 
Indent, Pembangunan dan Renovasi. 
2. Auto Muamalat 
Auto muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk 
memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat 
dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF). 
3. Pembiayaan Umroh Muamalat 
Pembiayaan Umroh Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan 
membantu mewujudkan impian Anda untuk beribadah Umroh dalam waktu 
yang segera. 
4. Pembiayaan Anggota Koperasi. 
Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian 
konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku end user) melalui koperasi. 
5. Rekening Tabungan. 
Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana 
dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali berikut 
kemungkinan memperoleh keuntngan berdasarkan prinsip wadiah. Bank 
memperoleh  izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama 
mengendap dibank. Nasa ah dapat menarik sewaktu – waktu atau dengan 
perjanjian yang telah disepakati. 
                                                             
18
www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 27 Agustus 2017. 
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6. Rekening Investasi Umum. 
Bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kersempatan investasi 
dari dana mereka dalam bentunk  rekening investasi umum berdasarkan 
investasi umum berdasarkan prinsip mudharabah mutlqoh. Simpanan 
diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan 
tersebut untuk jangka waktu tertentu.daam hal ini benk bertindak sebagai 
mudhorib dan nasabah bertindak sebagai shohibul mal. Sedangkan keduanya 
menyepakati pembagian laba yang dihasilkan dari penanaman modal tersebut 
dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian tersebut dan bank 
kehilangan keuntungan. 
7. Rekening Investasi Khusus (Deposito Spesial Nisbah). 
Bank dapat juga mmenerima simpanan dari pemerintah atau nasabah 
korporasi dalam bentuk rekening simpanan khusus. Rekening ini juga 
dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah, tetapi bentuk invesatasi dan 
nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosasikan secara perkasus 
(Mudahrabah Muqoyyadah). 
F. Pengembangan Bank Syariah. 
Adapun strategi yang dipeerlukan mengantisipasi kendala–kendala 
pengembangan bank syariah, antara lain:19 
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah. Hal 
ini merupakan untuk memicu pengembangan bank syariah. Usaha untuk 
mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktek 
perbankan syariah diperlukan dalam upaya meningkatkan Integitas bank 
syariah ditengah–tengah masyrakat akademik dan non akademik. 
                                                             
19Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Fiqih dan keuangan (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada 2007) h. 50. 
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2. Perlu upaya yang lebih progresif bukan saja dari praktik juga dari pemerintah 
dan ulama mendorong pemerintah legalitas instrument syariah guna memberi 
ruangan yang lebar bagi tumbuhnya bank syariah. 
3. Pengembangan kualitas bank syariah perlu dukungan akademisi, kerlibatan 
akademisi akan membangun kontruksi lembaga keuangan syariah lebih 
masuk akal dan bias diterima oleh banyak pihak. 
4. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syariah. Sosialisasi 
itu bias dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas–luasnya bagi bank 
konvensional untuk membuka kantor cabang syariah (KCS), atau semua 
pihak yang mampu secara legaitas atau materi untuk menderikan bank umum 
syariah di seluruh pelosok negeri. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi dan Jenis Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenispenelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif yaitu 
menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach 
oflegal content analysis).Substansi hukum dalam hal ini Pelaksanaan 
Pembiayaan Akad Murabahah serta hasil wawancara dengan bapak 
Muhammad Ferial, S.H., M.kn selaku Aministrasi & Legal Maneger 
Sulampua Bank Muamalat Cabang Makassar. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dipilih penulis bertempat di Bank Syariah yaitu tepatnya pada 
kantor Bank Muamalat. Penulis memilih instansi tersebut karena merupakan 
lembaga yang sangat berhubungan dan memudahkan penulisan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesain 
masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan 
penelitian. Penelitian ini termasuk pendekatan hukum normatif yang 
menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum yang dalam 
ruang lingkup hukum perjanjian sertabuku-buku tentang perbankan syariah 
selain menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini menghimpun data dan 
informasi dari Bank Muamalat Cabang Makassar berupa : 
- Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah. 
- Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk 
melakukan penulisan penelitian hukum ini. 
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- Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersum 
berdari rumusan masalah 
- Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekun derguna menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan dalam penelitian ini. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. 
Bahan hukum adalah data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen 
perjanjian atau akad tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang 
dibahas serta mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku 
hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Bahan hukum premier. 
Bahan hukum perimer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti 
peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini 
antara lain: 
a. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Akad Penghimpunan Dan 
Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syariah 
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PerbankanSyaria.  
c. Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum 
Syariah. 
e. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam 
Murabahah. 
f. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam 
Murabahah. 
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g. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan 
dalam Murabahah. 
h. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan 
Murabahah. 
i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi 
Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
j. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi 
Pembiayaan Bagi Bank Syariahdan Unit Usaha Syariah 
k. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang 
Konversi Akad Murabahah 
l. Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 93/PUU-X/2012 
2. Bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai 
penelitianini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan 
hukum dan lainnya yang berupa: penelusuran internet, jurnal, surat kabar, 
dan makalah.  
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara (Interview) 
Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terlibat 
dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan bapak 
Muhammad Ferial,. S.H M.kn selaku Legal Analisis Bank Muamalat 
Cabang Makassar. 
2. Studi kepustakaan 
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Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 
membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, 
buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah pembiayaan 
akad murabahah berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah yang akan 
dibahas. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian yang dipakai memperoleh data – data penelitian saat 
sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan sebagaiberikut : 
1. Daftar pertanyaan; 
2. Alat tulis yaitu ballpoint dan kertas; 
3. Alat rekam (handphone) 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini: 
1. Pemeriksaan data (editing) 
Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studipustaka, dokumen, dan 
wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanp 
akesalahan. 
2. Penandaan data (coding) 
Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran 
ataupun pengunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan 
golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan 
tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi 
sertaan alisis data. 
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3. Penyusunan/sistematisasi data (constructing/systematizing). 
Kegiatan menempatkan data secara sistematis yang sudah di edit dan diberi 
tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisiangka-angka dan presentase bila 
data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit 
dan diberitanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu 
kualitatif. 
G. Analisis Data 
Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 
kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk 
kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan 
gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik 
kesimpulan-kesimpulan. 
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BAB IV 
Hasil Penelitian 
1. Pandangan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah. 
A. Pengertian Murabahah 
a. Secara  bahasa, 
murabahah adalah bentuk mutual (bermakna saling) dari kata ribh atau 
jama‟ dari yang artinya keuntungan,1 asal katanya adalah rabiha yang berarti 
beruntung, ribha yang berarti berlaba, warabahan yang artinya keuntungan dan 
warabaahan yang artinya laba. Ribhun disini dapat diartikan pertambahan nilai 
modal. Jadi murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. 
b. Pengertian Menurut Ulama‟ 
Sebelum lebih jauh mengetahui pengertian murabahah yang lebih banyak 
dikemukakan oleh para ulama‟, terminologi ilmu fiqh telah memberikan 
penjelasan tentang pengertian murabahah, yaitu menjual dengan modal asli 
bersama dengan tambahan keuntungan yang jelas.2 
Jumhur ulama‟ sepakat bahwa jual beli ada dua macam, yaitu : 
- Jual beli dengan tawar menawar (musawamah) dan 
- Jual beli murabahah. Mereka juga sepakat bahwa pengertian 
murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada 
pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar 
atau dirham. 
-  
                                                             
1A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka 
Progresif 1997) h 463. 
 
2http://www.alsofwah.or.id/idex.php?pilih=lihatekonomi&parent_id=51 (diakses pada 
tanggal 28 agustus) 
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B. Pengertian Akad 
Istilah akad (al-aqdu). Kata al-aqdu merupakan bentuk masdar dari aqada, 
yaqidu, aqdan. Ada juga ahli bahasa yang melafalkannya aqida, ya’qidu, 
aqadatan. Dari kata asal tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan 
artisesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya, aqada dengan arti 
“menyimpul, membuhul dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji”. 
Menurut al-Jurjani, bertitik tolak dari kata aqd atau uqdah yang berarti “simpul 
atau buhul” seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah 
perluasan pemakaian kata aqd pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu 
dapat dikukuhkan. Oleh karena itu, menanamkan ikatan syar’i antara suami 
istri disebut dengan uqdatu al-nikah sedangkan melakukan ikatan antara satu 
dengan yang lain dalam rangka kegiatan usaha seperti transaksi jual beli 
dinamakan aqdu al-buyu dengan menggunakan kata aqad atau uqdah.3 
a. Menurut Bahasa 
Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara 
maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. 
 
 
 
                                                             
3Kata aqada dalam AlQuran ditemukan 7 kali dalam lima surah dengan berbagai 
bentuknya, yaitu „aqadat pada surah An-Nisa (4): 33, uquud pada surah Al-Ma‟idah (5): 1, 
„aqadtum pada surah AL-Ma‟idah (5): 89, uqudatun pada surah Al-Baqarah (2): 235 dan 
237,Surah Taha (20): 27, dan qad pada surah Al-Falaq (113): 4. Dari 7 kata tersebut, yang 
berkaitan dengan mengikat janji terdapat dalam surah Al-Ma‟idah (5): 1. Dalam ayat tersebut, 
Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menepati segala bentuk janji, baik janji 
dengan Allah maupun janji dengan sesama manusia. 
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b. Menurut Ulama‟ 
Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya 
sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya 
membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. 
C. Landasan Hukum. 
Jual beli murabahah. Mereka juga sepakat bahwa pengertian murabahah 
adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, 
kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau 
dirham. 
a. Al Qur‟an 
Dijelaskan oleh al-Qu‟ran tentang diperbolehkanya jual beli dan 
diharamkanya riba dalam kegiatan muamalah. seperti dalam QS Al-
Baqarah/2:275 yang berbunyi: 
                     
                               
                              
                     
 
Terjemahannya : 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
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Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.4 
Dalam ayat lain dijelaskan pula tentang metode jual beli seperti QS.An-
Nisa‟/4:29 : 
                      
                         
 
Terjemahannya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu5 
b. „Urf 
Urf  ialah  sesuatu  yang  telah  dikenal  oleh  masyarakat  dan merupakan 
kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh 
sebagian ulama‟fiqh,„urf disebut adat (adat kebiasaan)„Urf menjadi salah satu 
dasar murabahah karena sejak dari waktu kewaktu,jualbeli(yang didalam 
nyater kandung murabahah)telah dilakukan oleh masyarakat. 
                                                             
4Kementrian Agama Republik Indonesia ( Proyek Pengadaan Al-Qur‟an ) Al Qur’an dan 
Terjemahanya (Jakarta: PT Bumi Restu 1997), h. 69  
5Kementrian Agama Republik Indonesia ( Proyek Pengadaan Al-Qur‟an ) Al Qur’an dan 
Terjemahanya h.122  
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c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pasal 20 ayat 
1,6 dan 19 yang dimaksud dengan: 
- Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih 
untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. 
- Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh 
shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui tranksaksi jual beli 
dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual beli terdapat 
nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagai shahib almal dan 
pengembaliannya secara tunai atau anggsuran. 
- Wakalah adalah pembeian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. 
D. Rukun dan Syarat-Syarat Akad Murabahah. 
a) Rukun Murabahah  
Dalam suatu pembiayaan murabahah harus diperhatikan rukun - rukunya, 
karena dalam suatu pembiayaan tersebut apabila tidak terpenuhi salah satu dari 
rukunya maka pembiayaan tersebut bukan termasuk dari pembiayaan 
murabahah, untuk lebih jelasnya rukun-rukun tersebut sebagai berikut : 
1) Penjual. 
Pihak bank membiayai pembelian barang yang dipeerlukan nnasabah 
dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Didalam prakteknya, dilakukan 
dengan cara bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama 
bank.6 
                                                             
6Warkum sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan 
Takaful) di Indonesia (Cat. 1 Jakarta :PT. grafindo Persada 1996) h. 93. 
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2) Pembeli. 
Yang dimaksud pembeli dalam pembiayaan murabahah di salah satu 
perbankan syari‟ah yaitu nasabah.  
3) Muslam Fihi. 
Muslam Fihi adalah sesuatu atau barang yang akan diperjualbelikan. Dan 
barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli. 
Di dalam praktek pembiayaan murabahah biasanya barangnya bersifat 
konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi seperti rumah, tanah, toko, 
mobil, motor dan sebagainya sesuai dengan keinginan nasabah.7Tetapi kita 
harus memperhatikan pula bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad 
mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara 
lain: 
1) Suci 
Tidak sah menjual benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. 
2) Memberi manfaat menurut syara‟ 
Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil menurut syara‟. 
3) Jangan ditaklikan 
Dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti “jika ayahku pergi ku 
jual motor-motor ini kepadamu”. 
4) Tidak dibatasi waktunya 
Semisal perkataan “saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun” maka 
penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli adalah salah satu sebab 
kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara‟. 
5) Dapat di serahkan secara cepat maupun lambat 
                                                             
7
Karnaen A Perwata Atmadja dan M. Syafi‟i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam 
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1992) h.25 
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Syarat ini tergantung pada jarak atau tempat diserahkannya barang tersebut. 
6) Milik sendiri 
Tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin 
pemiliknya (barang curian) atau barang baru yang akan dimilikinya. 
7) Diketahui (dilihat) 
Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui spesifikasinya, seperti 
banyaknya, ukurannya, modelnya, warnanya dan yang lainnya. Maka tidaklah 
sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.8 
8) Sighot (ijab qobul) 
Dalam bank syari‟ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan 
ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan Hukum islam. Seringkali 
nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan 
bila hukum itu hanya berdasarkan hukum duniawi saja, tetapi tidak demikian 
bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumil qiyamah 
nanti.9 Dalam akad tersebut biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang 
diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank dalam pemenuhan barang, juga 
pihak bank harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah 
keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah, penentuan lama serta besarnya 
ansuran apabila terjadi kesepakatan murabahah yang dilakukan antara kedua 
belah pihak. 
b) Syarat-syarat Murabahah 
Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah juga terdapat syarat-syarat 
murabahah yang sekiranya dapat menjadi pedoman dalam pembiayaan 
                                                             
8Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah  (Cat. 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002) h.71-
72. 
9
Muh. Syafi‟I Antonio , Bank Syariah dari Teori Praktik (Jakarta:Gema Insani  2001) h. 29. 
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sekaligus sebagaiidentitas suatu produk dalam perbankan syari‟ah dengan 
perbankan konvensional. Secara umum, syarat tersebut antara lain: 
1) Penjual harus memberitahukan biaya modal kepada pembeli dan harga harus 
jelas. 
2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 
3) Akad harus bebas dari riba. 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau kekurangan 
atas barang yang telah dibeli penjual. 
5) Barang harus halal, sehingga transaksi atas barang yang haram menjadi batal 
demi hukum syari‟ah. 
6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya pembelian dilakukan secara hutang.10 
7) Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya 
transportasi yang akan berpengaruh pada harga penjualan. 
8) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh 
menjual sesuatu yang dimiliki atau dikuasai seperti yangn terjadi pada transaksi 
short sale dalam pasar modal.11 
Apabila syarat pembiayaan murabahah dalam point (a),(4) dan (5) tidak 
dipenuhi, maka pembeli mempunyai 3 (tiga) pilihan yaitu: 
                                                             
10
Muh. Syafi‟I Antonio , Bank Syariah dari Teori Praktik (Jakarta:Gema Insani 2001) 
h.102 
11
Muh. Syafi‟I Antonio , Bank Syariah dari Teori Praktik h.30 
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1) Melanjutkan pembelian seperti akad pertama yaitu mengenal jenis barang yang 
diinginkan pembeli, selanjutnya kedua belah pihak bertransaksi kembali untuk 
menegosiasikan harga dari barang tersebut. 
2) Pembeli menghadap penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang, 
karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian bersama. 
3) Membatalkan kontrak dan mengembalikan uang. 
Jual beli secara murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang 
telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan kontrak. 
E. Ketentuan Umum dalam Murabahah dalam Syari’ah Dan Kepada Nasabah. 
a. Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari‟ah: 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 
disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 
pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 
harga jual senilai harga beli plus keuntunganya. Dalam kaitan ini bank harus 
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 
yang diperlukan. 
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7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati. 
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
b. Kedua: Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah : 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau 
aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu 
aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus 
menerima (membeli) nya sesuai perjanjian yang telah disepakati, karena secara 
hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus 
membuat kontrak jual beli 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah membayar uang muka 
saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus 
dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, 
bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, 
maka: 
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- Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar 
sisa harga. 
- Jika nasabah gagal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar 
kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang 
muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
2. Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah 
A. Skema Fiqh – Murabahah 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barang.  
 
 
 
 
1. NEGOSASI & 
PESYARATAN 
PENJUAL Pembeli 
2. AKAD JUAL BELI 
3. KIRIMAN 
 BELI 
4.TERIMA BARANG 
&DOKUMEN 
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B. Skema Teknis Pembiayaan – Murabahah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ket: 
1. Bank dan nasabah bernegoisasi serta menentukan persyaratan-
persyaratan dalam akad murabahah. 
2. Bank dan nasabah membuat perjanjian dalam akad murabahah 
3. Bank membeli barang dari supplier secara tunai. 
4. Kemudian supplier mengirimkan barang langsung kepada nasabah, 
5. Nasabah membayar secara cicilan kepada pihak penjual (Bank). 
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Dari keterangan skema diatas dapat dilihat bahwa bank disini berposisi 
sebagai pemberi pinjaman bukan sebagai penjual karena pada waktu akad 
murabahah dilaksanakan barang belum sepenuhnya menjadi milik bank. Apabila 
kita lihat dalam syarat-syarat murabahah itu sendiri bahwa barang yang 
ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu 
yang dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam 
pasar modal. 
Sedangkan konsep wakalah yang diterapkan dalam sistem murabahah di BMI 
Cab. Makassar bertujuan untuk membantu atau memudahkan nasabah agar dapat 
membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah. Dengan 
mendapatkan tambahan modal yang dialokasikan dari bank kepada nasabah lewat 
transfer atau secara langsung kepada nasabah, nasabah dapat memenuhi 
kebutuhan akan pembelian suatu barang dengan segera. Solusi pembiayaan bagi 
nasabah ini ditawarkan dengan model berdikari yang dilakukan oleh nasabah. 
Artinya, bahwa nasabah nantinya membeli barang yang dikehendaki, bukan bank. 
Dari konsep wakalah yang diterapkan diatas, penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa akad yang dilaksanakan BMI Cab. Makassar dapat 
dilaksanakan. Hal ini dapat kita lihat pada rukun dan syarat-syarat wakalah itu 
sendiri: Muwakil (orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang 
diwakilkan, sebab milik atau dibawah kekuasaannya) yang syarat-syaratnya harus 
seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuai yang iawakilkan. 
Muwakil Fiih(sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan dimiliki olehorang yang 
berwakil ketika ia berwakil dan diketahui dengan jelas. 
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C. Praktek Pembiayaan Murabahah dan Wakalah 
Pembiayaan murabahah dengan wakalah di BMI Cab. Makassar dilaksanakan 
dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang 
diinginkan secara mandiri. 
Pertama-tama, nasabah mengajukan permohonan untuk membeli suatu 
barang. Setelah diteliti dengan seksama, kemudian bank memberikan surat 
wakalah yang berfungsi sebagai surat kuasa dari bank kepada nasabah untuk dapat 
membeli sendiri barang yang nasabah inginkan kepada supplier. Dalam hal ini 
pemberian pembiayaan dari bank kemudian ditransfer ke rekening nasabah. 
Setelah membeli barang, kemudian nassabah memberikan kuitansi bukti 
pembelian kepada bank. Sebagai bukti bahwa nasabah telah benar-benar membeli 
barang yang tercantum dalam perjanjian. Sebagai jaminan adalah surat BPKB 
(jika yang dibeli adalah kendaraan bermotor ) atau hal lain yang telah ditentukan 
oleh bank. Selanjutnya, nasabah melakukan pembayaran kepada bank secara 
cicilan sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak. 
Misalnya, tuan Adi ingin membeli sebuah sepeda motor. Kemudian tuan Adi 
pergi ke dealer untuk mencari tahu harga saat ini untuk sebuah sepeda motor. 
Setelah diketahui, ternyata harga sepeda motor yang diinginkan tuan Adi adalah 
Rp. 10 juta. Untuk mengatasi permasalahan ini kemudian tuan Adi datang ke PT. 
BMI Cab. Makassar untuk mencari solusi. Kemudian dari pihak bank memberikan 
solusi berupa pembiayaan murabahah dengan akad wakalah. 
Bank memberikan dana yang nantinya akan langsung ditransfer ke 
rekening tuan Adi sebagai modal pembelian. Sebelum dana ditransfer dan 
wakalah diikrarkan, bank dan nasabah membuat kesepakatan tentang harga jual 
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dimana harga tersebutlah yang nantinya harus dibayar oleh nasabah kepada bank 
secara cicilan. Dan PT. BMI Cab. Makassar telah menetapkan besarnya margin 
keuntungan sebesar 2,5 % - 3 %. Tuan adi dan pihak bank menyepakati bahwa 
margin keuntungan yang ingin diberikan kepada bank sebesar 3 % yang diangsur 
selama 1 tahun. 
Pinjaman dari bank berarti Rp. 10 juta ditambah dengan 3 % margin 
keuntungan yang ditetapkan oleh bank selama jangka waktu 1 tahun. Pinjaman 
pembayaran yang harus diangsur oleh tuan Adi berarti : 
1. Harga motor Rp. 10.000.000 
2. Keuntungan yang telah disepakati Rp. 3.000.000 
3. Margin keuntungan Rp. 3.000.000 
Maka angsuran yang harus dibayar per bulan selama 1 tahun sebesar : 
4. Angsuran Pokok Rp. 833.400 
5. Angsuran keuntungan Rp. 250.000 
6. Jumlah angsuran/bulan Rp. 1.083.400 
Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian tuan Adi diberi 
surat kuasa yang berupa surat wakalah yang berfungsi sebagai rekomendasi bank 
agar tuan Adi dapat membeli barang yang diinginkan secara mandiri di dealer 
yang ditunjuk oleh bank, disertai dengan dana yang ditransfer ke rekening tuan 
Adi. 
Setelah tuan Adi melakukan pembelian atas barang, beliau harus memberikan 
nota pembelian kepada bank sebagai tanda bukti bahwa beliau telah melakukan 
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pembelian motor. Nota pembelian ini menjadi barang bukti dan jaminan bagi bank 
disamping BPKB kendaraan yang dibeli oleh tuan Adi. Untuk selanjutnya, proses 
pembayaran secara cicilan dilaksanakan dalam tiap bulanya. 
D. Uang Muka Dalam Murabahah. 
tentang uang muka dalam murabahah khususnya keputusan pertama 
mengenai “Ketentuan umum uang muka”maka telah ditetapkan sebagai berikut : 
1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga keuangan Syariah (LKS) 
dibolehkan untuk meminta uang apabila kedua belah pihak bersepakat. 
2. Besar jumlah uamg muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 
3. Jika nasabah membaatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti 
rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 
4. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian maka LKS dapat meminta tambahan 
kepada nasabah. 
5. Jika uang muka lebih besar dari kerugian maka LKS harus mengembalikan 
kelebihannya kepada nasabah. 
E. Penundaan Pembayaran. 
Tentang Murabahah khususnya mengenai “Penundaan pembayaran dalam 
murabahah maka telah ditetapkan : 
1. Nasabah yang memiliki  kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian 
hutangnya. 
2. Jika nasabah menunda–nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu 
pihak tidak menunaikan kewajibannya dilakukan  melalui Badan Arbitrase 
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
 
 
53 
 
 
 
F. Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda–nunda Pembayaran. 
Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda–nunda pembayaran maka 
telah ditetapkan sebagai berikut : 
1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada 
nasabah yang mampu membayara, tetapi menunda–nunda pembayaran dengan 
sengaja. 
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak 
dikenakan sanksi. 
3. Nasabah yang mampu menunda–nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai 
kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. 
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih 
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 
kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. 
6. Dana berasal dari denda diperuntukan sebagai dana social (qardhul hasan). 
G. Bangkrut Dalam Murabahah. 
Tentang murabahah khususnya mengenai “Bangkrut dalam Murabahah” maka 
telah ditetapkan : 
1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank 
harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau 
berdasarkan kespakatan. 
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H. Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. 
Tentang potongan pelunasan dalam murabahah maka ditetapkan sebagai berikut 
: 
1. Jika nasabah dalam tranksaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran 
dengan tepat waktu dari waktu yang telah disepakati , LKS boleh memberikan 
potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak 
diperjanjikan dalam akad 
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan 
pertimbangan LKS. 
I. Penyelesaian Hutang Dalam Murbahah. 
Tentang murabahah khususnya mengenai “Hutang Dalam Murabahah” maka 
ditetapkan : 
1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam trangsaksi murabahah tidak 
ada kaitannya dengan trangsaksi lain yang dilakukan nasabah dengan nasabah 
dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 
tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan hutangnya kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia  
tidak wajib segera melunasi angsurannya. 
3. Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 
menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan. 
J. Diskon Dalam Murbahah. 
tentang diskon dalam Murabahah maka telah ditetapkan : 
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1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua 
belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi objek jual 
beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan 
ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan . 
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskonn dari supplier, harga 
sebenarnya adalah harga diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah. 
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut 
dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. 
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan 
ditandatangani. 
K. Kendala–kendala Yang Dihadapi Perbankan Syariah. 
Dalam perkembangannya bank syariah menghadapi berbagai kendala, kendala 
tersebut diantaranya : 
1. Sumber daya manusia, maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi 
dengan sumber daya manusia yang memadai. Terutama sumber daya manusia 
yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syariah. 
Sebagai sumber daya manusia diperbankan syariah terutama bank 
konvensional yang membuka Islamic Windows belatar belakang disiplin ilmu 
ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselarasi hukum Islam 
dalam praktik perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah 
menjadi lambat. 
2. Belum sepenuhnya pemerintah mendungkung prodak–prodak perbankan 
syariah sehingga produk perbankan syariah masih sedikit dalam belum 
banyak orang tahu tentang perbankan syariah. 
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3. Kurang aktifnya pemerintah dalam perkembangan perbankan syariah 
terutama dari sumber daya manusia yang memadai. 
4. Kurangnya akademisi perbankan syariah. Hal ini diakibatkan lingkungan 
akademis lebih memperkenalkan kajian–kajian perbankan yang berbasis pada 
instrument konvensional. 
5. Masih banyak ulama–ulama di Indonesia yang masih menggunakan bank 
konvensional. Terutama pro–kontranya pendapat tentang ribah itu sendiri 
diperbankan syariah. 
6. Kurangnya masyarakat yang mengetahui keuntungan dalam pembiayaan bank 
syariah dari pada bank konvensional. 
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BAB V 
Penutup 
A. Kesimpulan. 
Berdasarkan uraian hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dalam pandangan hukum islam tentang jual beli murabahah mengharamkan 
riba dalam kegiatan meumalah seperti dalam QS. Al-Baqarah/2:275 dan QS. 
An-Nisa’/4:29 dan dipertegas dalam Urf (adat kebiassan) sesuatu yang telah 
dikenal oleh masyarakat dan meerupakan kebiasaan di kalangan mereka yang 
baik berupa perkataan maupun berbuatan oleh swbagian ulama fiqh. 
2. Pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada Bank Muamalat Cabang 
Makassar menggunakan akad wakalah yaitu memberikan kuasa kepada 
nasabah atas nama Bank Muamalat Cabang Makassar untuk membeli obyek 
atau barang yang telah disepakati dalam akad. Nasabah berkewajiban 
membayar sisa harga jual yang belum dilunasi, pembayaran ini dilakukan 
secara angsuran sesuai dengan jangka waktu kemampuan bayar calon nasabah 
yang telah disepakati, sehingga pelaksanaan akad murabahah pada Bank 
Muamalat Cabang Makassar tidak bertentangan atau melanggar 
regulasi/ketentuan yang ada, baik ketentuan umum Undang-undang Perbankan 
SyariahNomor 21 Tahun 2008 maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana Bagi Bank 
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Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Banyaknya 
kendala–kendala yang menghambat dalam proses perkembangan perbankan 
syariah. Terutama dari segi pemerintah yang kurang aktif dalam sosialisasi 
tentang perbankan syariah agar sumber daya manusia yang ada diperbankan 
syariah terpenuhi. 
B. Implikasi Penelitian 
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penelitian melihat adanya kurangnya 
perkembangan bank syariah terutama bank muamalat terhadap proses pembiayaan 
murabahah maka penelit imengajukan saran sebagai berikut : 
1. Kepada perbankan disarankan agar dalam proses akad murabahah dipercepat agar 
nasabah tidak terlalu lama dalam proses pembiayaan itu sendiri. 
2. Kepada pemerintah disarankan ikut aktif dalam proses perkembangan bank 
muamalat itu sendiri dalam sosialisasi prodak-prodak bank muamalat, 
3. Disarankan kepada ulama agar mampu mendorong perkembangan bank 
mumalat dalam dakwanya  agar masyarakat mengenal bank syariah lebih 
detail. 
4. Masyarakat wajib memengetahui apa keuntungan mengambil pembiayaan 
dalam bank muamalat dari pada bank konvensional. 
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